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PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 

ABSTRAK       :   -           Keputusan Walikota ini diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan 
Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Perpustakaan Sekolah/Madrasah, yang mewajibkan setiap satuan 
pendidikan untuk memiliki perpustakaan sesuai Standar Nasional 
Perpustakaan serta memperhatikan Standar Nasional 
Pendidikan.Melalui keputusan ini, Walikota menetapkan pendirian 
perpustakaan sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur 
sebagai langkah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan 
literasi peserta didik. Pendirian perpustakaan dimaksudkan agar setiap 
sekolah memiliki sarana penunjang pembelajaran yang representatif, 
terkelola dengan baik, serta dapat menjadi pusat sumber belajar bagi 
siswa dan tenaga pendidik. 

                             - ​ Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No.23 Tahun 2014, UU 
Permen PANRB  No. 35 Tahun 2012, Pergub DKI Jakarta No. 24 Tahun 
2012, Pergub No. 130 Tahun 2017, Pergub No. 79 Tahun 2018, Pergub 
No. 79 Tahun 2018, Pergub No. 56 Tahun 2021, Pergub No. 142 Tahun 
2013, Pergub No. 68 Tahun 2022, Pergub No. 99 Tahun 2021, Pergub 
No. 99 Tahun 2021, Pergub No.57 Tahun 2022. 

                             -​ Tujuan ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta 
Timur yaitu untuk membentuk Tim Penyusun SOP Sekretariat Kota 
Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025. Pembentukan tim ini 
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas 
pelayanan publik melalui penyusunan serta pembaruan SOP di 
lingkungan Sekretariat Kota. Dengan adanya tim ini, diharapkan setiap 
kegiatan internal dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan sesuai 
dengan standar administrasi pemerintahan yang baik. 

CATATAN       :       -       Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2025.  

-​ Keputusan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan dan 
pengelolaan perpustakaan sekolah di seluruh wilayah Kota 
Administrasi Jakarta Timur, agar sesuai dengan standar nasional dan 
kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang pendidikan 
dan literasi. 


